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SALINAN PUTUSAN
Nomor 102/Pdt.G/2015/PA.Mrk.

o~

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Merauke yang mengadili perkara tertentu di tingkat
pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai
berikut dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh :
pppp, umur 19 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tani, tempat

tinggal di Kelurahan Mandala, Distrik Merauke, Kabupaten
Merauke, sebagai Penggugat;
melawan
tttt, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tani, tempat tinggal
di Kampung Isanombias, Distrik Tanah miring, Kabupaten

Merauke, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;
Setelah mempelajari surat-surat dalam berkas perkara ini;
Setelah mendengar keterangan kedua belah pihak dan saksi serta

memeriksa alat-alat bukti dalam persidangan;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduknya
perkara ini sebagaimana tertera dalam putusan sela tertanggal 04 mei 2015
Masehi bertepatan dengan tanggal 01 Ramadhan 1436 Hijriyah nomor :
102/Pdt.G/2014 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:
1. Memerintahkan kepada Penggugat untuk mengucapkan sumpah

supletoir;

2. Menetapkan biaya yang timbul dalam perkara ini, akan diperhitungkan

bersama-sama dengan putusan akhir;
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Bahwa Penggugat telah menyatakan kesediaannya untuk mengucapkan
sumpah yang dibebankan kepadanya, telah mengucapkan sumpah tersebut
disidang dengan dihadiri oleh Tergugat;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah mengajukan kesimpulan secara
lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatan dan jawabannya masing-masing
dan mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk hal-hal
sebagaimana termuat dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian

yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa Pengadilan Agama Merauke perihal tersebut
berdasarkan pada apa yang telah dipertimbangkan dalam putusan sela tersebut
diatas;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditentukan, Penggugat
dan Tergugat telah datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan
Penggugat dan Tergugat melalui penasehatan pada setiap persidangan secara
maksimal agar Penggugat dan Tergugat rukun kembali, namun tidak berhasil,
maka ketentuan Pasal 154 R.Bg jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7
Tahun 1989 telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa upaya perdamaian melalui jalan mediasi juga telah
dilakukan oleh Mediator Nur Muhammad Huri.,S.HI (Hakim Pengadilan Agama
Merauke), namun tidak berhasil, dengan demikian ketentuan dalam Peraturan
Mahkamah Agung RI. Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi, telah
terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa upaya untuk merukunkan Penggugat dan
Tergugat juga ditempuh melalui penasehatan oleh keluarga Penggugat dan
Tergugat, akan tetapi upaya tersebut tetap tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan
perkawinan mereka dilangsungkan berdasarkan hukum Islam oleh karena itu
berdasarkan pasal 40 dan pasal 63 ayat (1) huruf (&) UU No.1 tahun 1974
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tentang Perkawinan jo Pasal 1 huruf (b) dan Pasal 14 PP. No.9 tahun 1975
tentang Pelaksanaan UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 49
ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan
Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan
Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama berwenang
memeriksa dan mengadili perkara a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat dan Relaas
Nomor 00102/Pdt.G/2015/PA.Mrk. tanggal 07 mei 2015, terbukti Penggugat
dan Tergugat bertempat tinggal di Wilayah Hukum Pengadilan Agama
Merauke, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 66 angka (2) Undang-
undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50
Tahun 2009 , perkara ini masuk dalam kompetensi relatif Pengadilan Agama
Merauke;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam permohonannya mendalilkan
bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan di hadapan Pegawai
pencatat nikah Kantor Urusan Agama Distrik Merauke dengan Kutipan Akta
Nikah Nomor: -, SERI: - Tanggal 14 Mei 2012. Dan rumah tangga Penggugat
dan Tergugat sudah tidak harmonis, maka Penggugat memiliki legal standing
untuk mengajukan gugatan cerai sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Peraturan
Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU
No.1l tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 73 Undang-undang Nomor 7
Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang sudah diubah dengan Undang-
undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang
Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan cerai gugat didasarkan atas
alasan-alasan sebagai berikut ;

a. Tergugat tidak dapat memberi nafkah secara layak kepada Penggugat;

b. Tergugat tidak memberikan perhatian yang wajar kepada Penggugat
sebab Tergugat sering pergi meninggalkan Penggugat di rumah tanpa
keperluan yang jelas;

c. Tergugat sering berkata kasar terhadap Penggugat;
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d. Orang tua Tergugat sering ikut campur dalam rumah tangga Penggugat
dan Tergugat;

e. Tergugat melarang Penggugat untuk melihat dan mengasuh anak
Penggugat dan Tergugat, padahal anak tersebut masih memerlukan
kasih sayang Penggugat sebagaiibu;

Menimbang bahwa Penggugat pada persidangan tanggal 04 Juni 2015,
telah mencabut posita point 6 (enam) dan petitum point 4 (empat), maka majelis
hakim tidak akan mempertimbangkan hal tersebut lebih lanjut;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat
mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagaimana terurai
dalam berita acara sidang perkara ini;

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat
menyampaikan Replik yang pada pokoknya tetap pada gugatan semula, lalu
atas Replik Penggugat tersebut, Tergugat menyampaikan Duplik yang pada
pokoknya tetap pada jawaban semula, kemudian Replik dan Duplik tersebut
selengkapnya telah tercatat dalam berita acara sidang perkara ini;

Menimbang bahwa mengingat gugatan Penggugat dibantah oleh
Tergugat, maka wajiblah Penggugat membuktikan dalil-dalil gugatannya yang
telah dibantah oleh Tergugat;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat
telah mengajukan alat bukti tertulis yakni P, dimana alat bukti surat tersebut
merupakan akta otentik dan telah memenuhi maksud Pasal 285 R. Bg. dan
Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1985, karenanya mempunyai
kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat serta dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan 1 orang
saksi yang diajukan Penggugat dan Tergugat menyatakan mencukupkan saksi

dari Penggugat;

Menimbang bahwa penggugat telah mengucapkan sumpah supletoir
yang telah dibebankan padanya itu, gugatan tersebut diatas terbukti harus
dikabulkan;
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Menimbang, bahwa saksi dari pihak keluarga Penggugat tersebut telah
memberikan keterangan didepan sidang dibawah sumpahnya, keterangannya
didasarkan kepada penglihatan dan pengetahuannya sendiri dan isi
keterangannya pada pokoknya adalah seperti tersebut diatas maka saksi dan
keterangannya tersebut dapat diterima sebagai bukti mengingat Pasal 76 ayat
(1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, Pasal 22 ayat (2) Peraturan
Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan, jawaban, replik, duplik
dan alat-alat bukti yang diajukan dalam perkara a quo, Majelis Hakim
mengkonstatir adanya hal-hal yang tidak diperselisinkan dan oleh karenanya
dianggap telah menjadi dalil yang tetap, yaitu:

1. Bahwa Penggugat ternyata adalah penduduk wilayah hukum Pengadilan
Agama Kabupaten Merauke terbukti keterangan Penggugat, Tergugat serta
keterangan saksi;

2. Bahwa Penggugat dan Tergugat ternyata adalah suami isteri yang telah
menikah pada tanggal 12 Mei 2012, terbukti dengan bukti P, dan keterangan
saksi;

3. Bahwa Penggugat dan Tergugat sekarang sudah tidak harmonis, karena
sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, sebagaimana dibuktikan
dengan pengakuan Tergugat dan bukti keterangan saksi Penggugat;

4. Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat kediaman
bersama, yang hingga kini telah berlangsung selama lebih kurang 3 (tiga)
bulan, selama itu sudah tidak saling menghiraukan seperti layaknya suami

isteri;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan kaidah dalam
Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor : 38/K/AG/1990 tanggal 5 Oktober
1991, bahwa dalam pemeriksaan perceraian dengan alasan Pasal 19 huruf (f)
Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 Kompilasi Hukum
Islam, dimana doktrin yang harus diterapkan dalam perkara perceraian adalah
‘broken marriage” atau “az-zawnaj al-maksuroh” (pecahnya rumah tangga),

sehingga Pengadilan tidak mencari kesalahan siapa yang menjadi pemicu
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adanya perselisihan, akan tetapi haruslah menekankan pada kondisi rumah

tangga itu sendiri;

Menimbang, bahwa setelah mengkonstatir, dan mengkualifisir fakta-fakta
sebagaimana diuraikan diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa sehubungan
dengan peristiwa perselisihan Penggugat dan Tergugat telah sesuai dengan
sifat, kualitas, dan karaktersitik keadaan sebagaimana disebutkan dalam Pasal
39 ayat (2) Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 jo. pasal 19 huruf (f)
Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi
Hukum Islam yang dapat menjadi salah satu alasan diajukannya gugatan
perceraian yakni “antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan
dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah
tangga”, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat beralasan dan

berdasarkan hukum;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai jika sebuah perkawinan dalam
keadaan sebagaimana digambarkan dalam rumah tangga Penggugat dan
Tergugat tersebut tetap dipertahankan, maka dipastikan antara Penggugat dan
Tergugat sudah tidak ada rasa saling cinta mencintai, hormat menghormati,
kesetiaan dan saling memberikan bantuan lahir bathin antara yang satu dengan
lainnya, padahal hal tersebut merupakan salah satu faktor terpenting bagi
terwujudnya keharmonisan sebuah rumah tangga, dan juga menjadi kewajiban
suami-isteri seperti diatur dalam Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun
1974. Sehingga dengan hilangnya hal tersebut Majelis Hakim menilai bahwa
rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah kehilangan makna sebuah

perkawinan sebagai sebuah ikatan lahir bathin;

Menimbang, bahwa berdasarkan keadaan senyatanya sebagaimana
terurai dalam fakta di atas yang juga merupakan fakta hukum di persidangan,
maka patut dinilai rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah dan
terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang tidak ada harapan
untuk bisa rukun kembali. Sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk
rumah tangga yang bahagia dan kekal sebagaimana dimaksud Pasal 1

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 atau rumah tangga yang sakinah
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mawaddah dan rahmah sebagaimana dikehendaki dalam Al-Quran Surat Ar-
Rum ayat (21) jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI), tidak dapat diwujudkan
dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, karenanya Majelis Hakim
berpendapat bahwa apabila perkawinan yang demikian tetap dipertahankan
maka pihak yang menginginkan perceraian akan berbuat sesuatu yang
menyakitkan  pihak lainnya, dengan demikian perkawinan tersebut
dikhawatirkan jika dipertahankan akan menimbulkan madharat (penderitaan)
yang berkepanjangan bagi para pihak karena tidak terlaksananya hak dan
kewajiban mereka sebagai suami isteri secara baik, oleh karena itu sudah
sepatutnya dan lebih maslahah jika ditafriq (diceraikan) agar masing-masing
pihak dapat dengan leluasa menentukan masa depannya sendiri, prinsip yang
demikian ini sesuai dengan kaidah fighiyah yang termuat dalam kitab Ashbah
Wan Nadhaair halaman 62 yang diambil alih sebagai pendapat majelis yang
berbunyi:

Artinya : “Menolak kemafsadatan itu adalah lebih utama dari pada menarik
kemaslahatan”

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim memandang perlu
mengetengahkan pendapat ahli figih dalam Kitab Figh Sunnah Juz Il halaman
248, kemudian mengambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, yang
berbunyi :

OIS z sl il e 5l A g 3l A aldll sallal sen 13
(e bl Jae g Lelia (8 pdell o) oo axa BUaY el
3310, 4l Lgilla Lagin = SlaY!

Artinya : “Apabila telah tetap gugatan isteri dihadapan hakim dengan bukti dari
pihak isteri atau pengakuan suami, sedangkan adanya perihal yang
menyakitkan itu menyebabkan tidak adanya pergaulan yang pantas

antara keduanya, dan Hakim tidak berhasil mendamaikan kedua belah

pihak, maka Hakim dapat menceraikannya dengan talak bain’.

S (A maddladdly o) o) 5 el saile coaall (e (e Jaddal (g
daa g Mg
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Apabila penggugat mau bersumpah, maka ditetapkanlah perkara itu

untuk pihaknya. (Fathul Muin: 150)

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut,
maka Majelis Hakim dalam permusyawaratannya berpendapat gugatan
Penggugat telah  terbukti dan memenuhi alasan perceraian sebagaimana
dimaksud dalam penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf (f) Undang-Undang Nomor
1 tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975
jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, karenanya gugatan Penggugat
patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat
terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor
7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan
Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan perlu
memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Merauke untuk
mengirimkan salinan putusan perkara a quo yang telah berkekuatan hukum
tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana dimaksud dalam pasal
tersebut dan akan dinyatakan dalam dictum amar putusan ini;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan.
Berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989
tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50
tahun 2009, maka dibebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya
perkara ini;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan
hukum syara™ yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI
1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatunkan talak satu ba'in sughra Tergugat (............. ) terhadap
Penggugat (........... );
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Merauke untuk mengirimkan
salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai

Hal. 8 dari 10 Put. No. 102/Pdt.G/2015/PA.Mrk.
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pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
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Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Distrik Merauke untuk dicatat dalam
daftar yang tersedia untuk itu;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini

sejumlah Rp. 326.000,- (tiga ratus dua puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah majelis pada
hari Selasa, tanggal 18 Juni 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 1

Ramadhan 1436 Hijriyah, SUPARLAN.,S.HI,M.H, sebagai Hakim Ketua,
AMNI  TRISNAWATI.,S.HI,M.A  dan HASAN ASHARI.,S.HI masing-
masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga putusan ini
dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan
didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, di dampingi oleh
AHMAD RIFQI, S.H.l, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh
Penggugat dan Tergugat;

HAKIM KETUA
ttd
SUPARLAN.,S.HI.,M.H
HAKIM ANGGOTA | HAKIM ANGGOTA I
Ttd ttd
AMNI TRISNAWATI.,S.HI.,M.A HASAN ASHARI.,S.HI

PANITERA PENGGANTI

ttd
AHMAD RIFQI, S.H.I

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran : Rp 30.000,-
2. BiayaATK/Proses : Rp 50.000,-
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Biaya Panggilan . Rp 235.000,-
4. Biaya Redaksi : Rp 5.000,-
Biaya Meterai - Rp 6.000,-
Jumlah : Rp 326.000,-

(Tiga Ratus Dua Puluh Enam Ribu Rupiah)

Catatan :

1. Amar Putusan ini telah diberitahukan kepada Tergugat pada tanggal

2. Putusan ini telah berkekuatan hukum tetap sejak tanggal : ......cc.ccceueee.

Untuk Salinan

Panitera

Abdullah, S.H., M.H.
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pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 10



